Sejalan dengan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka

dikemukakan saran sebagai berikut:

1.

Hendaknya penyidik dan pihak Badan POM melakukan kerjasama
yang intensip dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap
peredaran obat keras daftar G, terhadap apotik yang melakukan
penjualan obat keras daftar G harus ditindak secara keras dengan
mencabut ijinnya, demikian kepada para Bandar dan pengedar yang
tidak memiliki ijin edar farmasi.

Hendaknya pihak penyidik Kepolisian agarmengefektifkansosialisasi,
sehingga masyarakat memiliki sadar hukum dan secara sukarela
memberikan laporan terhadap penyidik kepolisian jika mengetahui
adanya peredaran gelap obat keras daftar G atau penggunaan secara
illegal di masyarakat, dengan memberikan jaminan bahwa pelapor
akan diberikan perlindungan hukum, jika memungkinkan dikeluarkan
regulasi yang memberikan ganjaran atau reward kepada masyarakat
yang melaporkan adanya peredaran gelap obat keras daftar G.
Hendaknya dikeluarkan regulasi yang mengatur lebih ketat terhadap
peredaran obat bebas terbatas yang sering juga digunakan untuk

mabuk-mabukan.
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